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BUPATI SITUBONDO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO 

NOMOR  5  TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2014 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SITUBONDO, 

 

Menimbang : bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) 
Huruf d dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Situbondo Tahun Anggaran 2014.  

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang      Nomor     12   Tahun  1950   tentang   
Pembentukan Daerah - Daerah  Kabupaten  dalam   

lingkungan   Propinsi  Jawa  Timur  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang   Nomor  17  Tahun  2003   tentang   

Keuangan   Negara    (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
5. Undang-Undang Nomor 20  Tahun  2003  tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);    

 

SALINAN 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor   28  Tahun  2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);    

11. Undang-Undang Nomor   12  Tahun  2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5239);    

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495). 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4712); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman  Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor    4577); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan   dan   Pertanggungjawaban   Keuangan    
Daerah    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2007 tentang 
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan 

penyelenggaran Pemerintah Daerah pada Masyarakat. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 
29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012; 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 
35. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;  

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan barang Milik 
Daerah; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Serta Tata Cara 
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana 

Operasional;  
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 
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40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 

tentang penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Tembakau 
dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi 

Hasil Cukai Tembakau; 
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 

2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank 

Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo  (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5); 
43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah 

Kabupaten Situbondo Tahun 2005 Seri A Nomor 01) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2005 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2005 seri A Nomor 
05); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo, Seri E No. 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Seri E No. 03);  

46. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun 2006 
Nomor 17);  

47. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 
2007 Tentang Penetapan Atas Pendirian 
PerseroanTerbatas (PT) Radio Suara Situbondo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun 2007 
Nomor 6);  

48. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo, Tahun 2008 
Nomor 13). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SITUBONDO 

dan 
BUPATI  SITUBONDO 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN   DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
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DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 
2014 

 
Pasal 1 

 
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 

keuangan memuat : 
a. Laporan realisasi anggaran; 
b. Neraca; 

c. Laporan arus kas; 
d. Catatan atas laporan keuangan; 

 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha 
milik daerah/perusahaan daerah. 

 

 
Pasal 2 

  
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 huruf a tahun anggaran 2014 sebagai berikut  : 
a. Pendapatan…………………………. 
b. Belanja……………………………….. 

Surplus/defisit……………………. 
c. Pembiayaan 

 Penerimaan………………………. 

 Pengeluaran……………………… 
Pembiayaan Netto……………….. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 
 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

1.359.193.724.048,62 
1.305.647.017.406,14 

53.546.706.642,48 
 

82.818.930.324,32 
7.409.125.338,82 

75.409.804.985,50 

 
 

 

Pasal 3 
 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 sebagai berikut : 

 
(1) Selisih  anggaran  dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 

15.437.538.533,55 dengan rincian sebagai berikut :    

a. Anggaran Pendapatan Setelah 
Perubahan………………………. 

b. Realisasi…………………………. 
Selisih Lebih/(Kurang)……….. 

 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

 
1.343.756.185.515,07 

1.359.193.724.048,62 
15.437.538.533,55 

  
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                

Rp(113.471.423.677,74) dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Belanja Setelah 
Perubahan………………………. 

b. Realisasi…………………………. 
Selisih Lebih/(Kurang)……….. 

 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

 
1.419.118.441.083,88 

1.305.647.017.406,14 
(113.471.423.677,74) 

 
(3) Selisih  anggaran  dengan   realisasi   surplus/defisit  

sejumlah Rp.128.908.962.211,29 dengan rincian sebagai 

berikut : 
a. Anggaran Surplus/defisit 

Setelah Perubahan……………. 
b. Realisasi…………………………. 

 

Rp. 
Rp. 

 

(75.362.255.568,81) 
53.546.706.642,48 
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Selisih Lebih/(Kurang)……….. Rp. 128.908.962.211,29 
 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah Rp.56.136.555,00 dengan rincian sebagai berikut :       

a.  Anggaran Penerimaan 
Pembiayaan Setelah 

Perubahan………………………. 
b. Realisasi…………………………. 

Selisih Lebih/(Kurang)……….. 

 
 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

 
 

82.762.793.769,32 
82.818.930.324,32 

56.136.555,00 

 
(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp8.587.138,31 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 

Setelah Perubahan…………………… 
b. Realisasi………………………………… 

Selisih Lebih/(kurang)…………….. 

 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

 

7.400.538.200,51 
7.409.125.338,82 

8.587.138,31 

 
(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp47.549.416,69 dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pembiayaan Netto 

Setelah Perubahan…………………… 
b. Realisasi………………………………… 

Selisih Lebih/(kurang)…………….. 

 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

 

75.362.255.568,81 
75.409.804.985,50 

47.549.416,69 

 
Pasal 4 

 
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 

Desember Tahun Anggaran 2014  sebagai  berikut :   
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 

c. Jumlah Ekuitas Dana 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

3.284.174.666.839,44 
4,301,521,405.10 

3.279.873.145.434,34  
Pasal 5 

 
Laporan   arus kas   sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf 

c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 
2014 sebagai berikut : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2014 

b.  Arus kas dari aktivitas operasi 
Pemkab......................................... 

c.  Arus kas dari aktivitas investasi  
 aset non keuangan........................ 

d.  Arus kas dari aktivitas 
pembiayaan.................................. 

e. Arus kas dari aktivitas non 

anggaran.......................................                
f.  Saldo akhir kas di Kas Daerah…… 

g. Saldo akhir di Bendahara 
Penerimaan SKPD…………………… 

h. Saldo akhir di Bendahara 
Pengeluaran SKPD………………….. 

i. Saldo akhir kas di kas BLUD…….. 

j. Saldo Akhir kas di FKTP…………… 
k. Saldo akhir kas 31 Desember 

2014…………………………………….. 

Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 
 

Rp. 
Rp. 

 
Rp. 

 
Rp. 
Rp. 

Rp. 
 

Rp. 

79,992,497,583.78  

 
365.054.492.693,30  

 
(321,782,798,288.00) 

 
(7,147,321,228.82) 

 

0.00 
116,116,870,760.26 

 
11,096,700.00 

 
0.00 

10,997,213,651.58 

1,842,427,216.14 
 

128,967,608,327.98 
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Pasal 6 
 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 
huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 
 

Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

 
a. Lampiran  I      :     Laporan realisasi anggaran; 

       Lampiran I.1  : Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah 
dan organisasi; 

       Lampiran I.2  : Rincian laporan realisasi anggaran 
menurut pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

       Lampiran I.3  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut pemerintahan daerah, 
organisasi, program dan kegiatan; 

       Lampiran I.4  : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan 
daerah dan fungsi dalam kerangka 

pengelolaan keuangan negara; 
       Lampiran I.5  :  Daftar piutang daerah; 
       Lampiran I.6  : Daftar penyertaan modal (investasi) 

daerah; 
       Lampiran I.7  : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset tetap daerah; 
       Lampiran I.8  : Daftar realisasi penambahan dan 

pengurangan aset lainnya; 
       Lampiran I.9  : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampaikan akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran berikutnya; 

       Lampiran I.10 :     Daftar dana cadangan; 
       Lampiran I.11    :  Daftar pinjaman daerah dan obligasi 

daerah; 
b. Lampiran  II        :     Neraca; 
c. Lampiran  III       :     Laporan arus kas; 

d. Lampiran  IV       :     Catatan atas laporan keuangan; 
 

Pasal 8 
 

Lampiran keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 
(2) yaitu ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran V dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

 
Pasal 9 
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Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih 

lanjut dari Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Situbondo. 
 

Ditetapkan di Situbondo 
Pada tanggal   

BUPATI SITUBONDO, 
 
 

 
DADANG WIGIARTO 

 
Diundangkan di Situbondo 

Pada Tanggal 28 Juli 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 
 

 
 

SYAIFULLAH 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 6 

 


